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PERAN DAN FUNGSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF
LOCAL SELF GOVERNMENT
Gea Mu 'inatul Umah
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui peran dan fungsi APIP
terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif hukum nasional dan local self
government, kedua untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum APIP dalam
mengawasi potensi korupsi dana desa.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-konseptual sehingga
mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep local self government.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder
yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data
melalui studi pustaka (literature research) dan analisis data dalam penelitian
hukum normatif-konseptual ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dalam penelitian ini
adalah kompleksnya permasalahan korupsi dana desa ini disebabkan salah satunya
karena APIP masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan
dana desa, hal tersebut dikarenakan secara hukum nasional berdasarkan teori
kewenangan telah menempatkan APIP berada dalam satu lingkup pemerintah
secara organisatoris yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berada di instansinya masing-masing sehingga menyebabkan APIP menjadi tidak
independen atau mudah diperalat oleh pemerintah diatasnya untuk menutupi
penyimpangan yang terjadi selain itu peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan
dana desa berdasarkan teori pengawasan juga terbatas pada upaya preventif yakni
pada kesalahan administrasi. APIP dalam menjalankan peran dan fungsinya
seharusnya mengacu pada konsep local self gorvenment sehingga akan lebih
efektif dan lebih efisien dikarenakan APIP lebih memahami kebutuhan dan
masyarakat setempat. APIP juga tidak memiliki legalitas atau keabsahan dalam
menetapkan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi karena di
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur
mengenai kewenangan APIP dalam hal hukum pidana sedangkan, dalam hukum
administrasi, APIP merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah dengan dasar yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan
Baik (AAUPB) vyang digunakan sebagai parameter untuk menentukan
penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat pemerintahan yang menimbulkan
kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: APIP; Korupsi; Dana Desa, Local Self Government
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THE ROLES AND DUTIES OF THE GOVERNMENT INTERNAL
SUPERVISORY APPARATUS REGARDING THE USE OF VILLAGE
FUNDS FROM THE LOCAL SELF - GOVERNMENT PERSPECTIVE

Gea Mu 'inatul Umah
ABSTRACT

This study aims to examine the roles and duties of the Government Internal
Supervisory Apparatus (APIP) regarding the use of village funds from the
perspective of national law and local self-government and to analyze the legal
position of APIP in monitoring potential corruption in village funds.

This is a normative-conceptual study. It examines statutory regulations and
the concept of local self-government. The data were obtained from secondary data
sources in the form of primary and secondary legal materials. The data were
collected through literature research and analyzed using qualitative descriptive
analysis.

The study results indicate that the corruption problem in village funds is
complex. This is because APIP does not have enough power to supervise the use of
village funds. The national law, based on the theory of authority, has placed APIP
under the government under the control of the State Civil Apparatus (ASN) in their
respective agencies. It causes APIP to become dependent and easily manipulated
by the government above to cover up misconduct. Besides, the roles and duties of
APIP regarding the use of village funds, based on supervision theory, are also
limited to preventive actions on administrative errors. In carrying out its roles and
duties, APIP should refer to the concept of local self-government. It is considered
more effective and more efficient as APIP understands the needs of local
communities. APIP also does not have legality or validity in determining state
financial losses from corruption because the statutory provisions do not regulate
APIP's authority in matters of criminal law. Meanwhile, in the administrative law,
APIP refers to Law Number 30 of 2014 about Government Administration based
on the General Principles of Good Government (AAUPB) which are used as
parameters to determine abuse of authority against government officials which
causes state financial losses.

Keywords: APIP; Corruption; Village Funds, Local Self-Government
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